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Sengketa dan konflik agraria telah terjadi di banyak
tempat di penjuru negeri. Permasalahan ini bukanlah
permasalahan sambil lalu yang bisa diabaikan begitu saja.
Permasalahan  sengketa dan konflk agraria telah
mengakibatkan banyak korban yang kehilangan tanah, tempat
tinggal, mata pencaharian, keluarga dan menjadikan beban
hidup menjadi semakin berat. Padahal tujuan negara ini
dibentuk, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD
1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk
menyelesaikan segala macam sengketa dan konflik agraria
yang menyebabkan penderitaan anak bangsa, merupakan
upaya untuk mencapai cita-cita konstitusi dan oleh karena itu
pula perlu dijadikan sebagai agenda konstitusional. i

Dalam menjalankan kewenangannya pengawasan yang
dimiliki, DPD RI telah berkali-kali menerima laporan dari
konstituen dari berbagai daerah mengenai permasalahan
sengketa dan konflik agraria yang dialaminya. Baik itu
berkaitan dengan persoalan kehutanan, pertambangan,
kelautan, perkebunanan dan kegiatan pertanian lainnya.
Bahkan pada tahun 2013 DPD Rl merespons berbagai
permasalahan sengketa dan konflik agraria tersebut dengan
membentuk Panitia Khusus Konflik Agraria dan Sumber Daya
Alam DPD RI. Hasil dari kerja panitia tersebut kemudian
diputuskan dalam Keputusan DPD Rl No. 63/DPD RI/IV/2012-
2013. DPD RI sangat menyadari bahwa eskalasi konflik
keagrariaan yang semakin meningkat dan meluas memerlukan
segera upaya penyelesaian sengketa secara menyeluruh,
sistematis, berkepastian hukum, dan berkeadilan. Fakta
menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme dan lembaga
khusus yang menangani konflik agraria secara pasti, telah
mendorong timbulnya kekerasan dalam setiap konflik agraria.



